BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan diatas, diperoleh jawaban untuk

pertanyaan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan di Rumusan Masalah:

1.

Dari hasil penelitian ini, masih belum ada suatu penafsiran yang definitif
mengenai makna kata “kepentingan sendiri” dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU
Pornografi. Sebagai pengingat kembali, penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud

adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan

kepentingan sendiri.

Dengan data yang telah diperoleh dari ketiga kasus yang telah dipaparkan, baik
Kasus Lusiari-Herianto, dan Kasus Ariel-Reza belum dapat memberikan batasan
yang jelas mengenai ruang lingkup dari istilah “kepentingan sendiri”. Satu-satunya
yang memberikan petunjuk tentang ruang lingkup ‘kepentingan sendiri’ adalah
Kasus Lilis-Buyung dimana Kontra Memori Banding Poin C menyatakan bahwa
untuk memenuhi keberlakuan “kepentingan sendiri”, video tersebut harus hanya
dimiliki oleh baik Lilis maupun Buyung. Namun, dapat ditemukan pola umum
bahwa keberlakuan terhadap kata ‘kepentingan sendiri’ berakhir ketika video-video
asusila tersebar di ruang internet sehingga dapat dilihat oleh seluruh khalayak

masyarakat.

Tinjauan yang dilakukan terhadap UU Pornografi, UU ITE beserta segala
pembaharuan dan SKB undang-undang tersebut, maupun Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-VI11/2010 khususnya terhadap penjelasan terhadap
Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi juga tidak membuahkan sebuah kesimpulan yang
jelas tentang apa sebetulnya penafsiran “kepentingan sendiri” tersebut. Mengingat
tidak adanya sebuah penafsiran yang definitif yang berasal langsung dari para

pembuat hukum, ini berarti Penafsiran Otentik tidak dapat digunakan karena untuk
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menafsirkan menggunakan metode ini diperlukan adanya suatu ketetapan yang
berasal dari para pembuat hukum atau ketentuan undang-undang itu sendiri.
Dengan demikian, metode penafsiran yang selanjutnya dapat digunakan adalah
metode Penafsiran Menurut Arti Kata atau yang dikenal juga sebagai Penafsiran
Gramatikal. Metode penafsiran ini menggunakan sumber-sumber kebahasaan
seperti kamus maupun bantuan dari ahli bahasa. Dalam penafsiran ini, sumber
kebahasaan yang digunakan adalah KBBI Daring. “Kepentingan” dapat diartikan
sebagai keperluan atau kebutuhan! sedangkan “sendiri” diartikan sebagai seorang
diri.2 Dengan jelasnya definisi kedua unsur ini, maka “kepentingan sendiri” dapat

dimaknai sebagai “kebutuhan seorang diri”.

Namun dalam konteks video porno, kebutuhan seorang diri tidak dapat
dimaknai secara sangat harifiah dimana hanya akan ada satu orang di dalam
kepentingan tersebut. Karena mereka yang membuat video dengan niat kepentingan
sendiri, meskipun ada dua orang yang terlibat di dalam video tersebut, sebenarnya
memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan
demikian, ketika ada video asusila yang tersebar oleh sebuah pihak ketiga dimana
penyebaran itu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah maupun persetujuan dari para
pihak yang terlibat di dalam video tersebut, apalagi jika cara untuk mendapatkan
video tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, maka seharusnya
yang dipidana hanyalah pihak-pihak penyebar saja sementara para pihak yang
membuat video tersebut atas kepentingan sendiri dilindungi oleh ketentuan Pasal 4
ayat (1) UU Pornografi. Tentunya niat untuk kepentingan sendiri ini harus
dibuktikan terlebih dahulu. Prinsip ini perlu ditekankan dalam penegakan Pasal 4
ayat (1) UU Pornografi karena dari ketiga kasus yang telah dipaparkan, tampaknya
kepentingan sendiri menjadi tidak bernilai apapun dihadapan hukum dan sanksi
dijatuhkan sekedar karena video tersebut sudah menyebar dan dapat dilihat oleh
seluruh masyarakat. Hal ini khususnya terlihat dari Kasus Lusiari-Buyung dimana
Lusiari dipidana berdasarkan Pasal 8 UU Pornografi dimana sudah jelas bahwa
video tersebut dibuat berdasarkan kepentingan sendiri, namun malah dipidana

berdasarkan persetujuannya untuk menjadi model pornografi. Padahal, persetujuan

1 1bid.
2 1bid.
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atau consent menjadi kunci pemenuhan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi
karena jika tidak, malah akan melanggar pasal tersebut. Sehingga tampak bahwa
jaksa sebenarnya mencari-cari kesalahan dari Lilis dimana hukum diterapkan untuk
menghukum dan bukan untuk menciptakan keadilan.

Seperti yang telah dibahas pada pertanyaan sebelumnya, terdapat kecenderungan
dari majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada para pembuat video asusila
yang video-videonya tersebar di internet sehingga dapat dilihat oleh seluruh
khalayak umum sehingga hal ini sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat
(1) UU ITE dan SKB UU ITE Nomor 1 Poin D dan F. Keterangan yang diperoleh
dari Kasus Lusiari-Herianto, Kasus Lilis-Buyung, hingga Kasus Ariel-Reza, ketika
video asusila telah dikirimkan secara elektronik baik kepada satu ataupun banyak
orang sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik, ini sudah dianggap sebuah
suatu perbuatan yang sengaja dilakukan meskipun kejadian tersebut dikehendaki
maupun tidak. Dengan bunyi ketentuan “membuat dapat diaksesnya” pada Pasal 27
ayat (1) UU ITE dan penerapan dari voorstellings-theorie yang kemudian
menimbulkan kesesuaian dengan corak kesengajaan dengan kemungkinan (opzet
bij mogelijkheids-bewustzijn) untuk mendeteksi kesengajaan itu sendiri, serta
syarat-syarat dari SKB UU ITE Nomor 1 Poin D dan F, setiap orang yang membuat
video asusila bahkan jika itu untuk kepentingan pribadinya dapat dipidana ketika
video tersebut tersebar. Karena jika ada orang yang mengetahui keberadaan video
tersebut dan orang tersebut dapat mengakses video dan menyebarkannya ke
khalayak umum baik melalui pengiriman tunggal maupun kepada banyak orang,
maka secara teoritis orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan tersebut

dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

5.2 Saran

1.

Diperlukannya suatu penjelasan yang lebih definitif terhadap penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU Pornografi, dengan pemahaman yang lebih jelas tentang ruang lingkup
“kepentingan sendiri” maka dapat juga dilakukan penajaman makna hukum
terhadap penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara lebih persis yang juga

turut melindungi korban kejahatan penyebaran pornografi sehingga para pembuat
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undang-undang dapat melakukan sebuah evaluasi ulang dan memperbaiki
ketentuan yang tertulis agar dapat terciptanya suatu lex certa yang lebih baik dan
penafsiran pun dapat dilakukan secara Otentik setiap kali berhadapan dengan
masalah serupa di masa yang akan datang.

Diperlukannya suatu ketentuan yang lebih definitif terhadap Pasal 27 ayat (1) UU
ITE. Spesifiknya tentang unsur “membuat dapat diakses” yang harus dijelaskan
secara lebih rinci baik dengan cara merevisi UU ITE atau memberikan penjelasan
konstitusional lewat uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Penjelasan ini berupa
penegasan bahwa unsur “membuat dapat diakses” dilakukan dengan niat sengaja
dan dikehendaki akibatnya (wills-theorie). Hal ini diperlukan untuk menghindari
dipidananya orang-orang yang lalai dalam menyimpan video yang sesungguhnya

dibuat untuk kepentingan sendiri.
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